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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Saat mengikuti kuliah pada Program Doktor Ilmu Administrasi, penulis mengajukan pertanyaan kepada profesor yang memberikan mata kuliah Administrasi dan Manajemen. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: “…untuk melakukan perbaikan terhadap sumber daya manusia aparatur, apakah dimulai dari perbaikan sistemnya atau manusianya terlebih dahulu?” Lalu profesor memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk terlebih dahulu menanggapi pertanyaan dan pernyataan saya tersebut. Semua mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan komentar; ada yang mengatakan harus mengubah sistemnya dulu, dan ada juga yang mengatakan harus mengubah manusianya terlebih dahulu. Masing-masing dengan berbagai argumen dan alasan-alasan yang berbeda-beda. Setelah semuanya memberikan komentar, pendapat serta argumentasinya masing-masing, lalu profesor memberikan ulasan dan penjelasan serta analisisnya. Beliau mengatakan; “…bahwa untuk memperbaiki dan membangun sumber daya manusia aparatur, harus dilakukan kedua-keduanya, sistem dan sekaligus manusianya.” 

Kalau kita membaca sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil melakukan perubahan terhadap masyarakat jahiliyah saat itu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang biadab menjadi manusia beradab, maka akan kita dapatkan bahwa antara sistem yang dibangun dengan manusia yang akan menjalankan sistem tersebut secara bersamaan dilakukan perbaikan. Artinya, tidak hanya terfokus pada perbaikan sistemnya saja lalu mengabaikan manusianya, atau sebaliknya.  Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa “untuk membangun atau melakukan perbaikan, kedua sisi tersebut haruslah dilakukan perbaikan secara bersamaan.” Dalam sebuah ceramahnya, almarhum K.H. Zainuddin MZ pernah memberikan pernyataan: “…mana yang lebih penting, membangun jembatan atau membangun manusia yang membangun jembatan tersebut?.” Jawabannya tentu semuanya penting. Namun mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, bermoral, berkualitas tentu lebih penting dan prioritas. Apa artinya membangun jembatan atau gedung tetapi dilakukan dengan berbagai bentuk manipulasi. Orang yang baik tetapi berada pada sistem yang buruk ada kecenderungan dapat menjadi buruk juga, dan orang yang buruk tetapi berada pada sistem yang baik, ada kemungkinan orang tersebut dapat menjadi baik. Tentu saja yang diharapkan adalah orang yang baik berada pada sistem yang baik. 
Demikian juga dengan persoalan sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik sekarang ini. Sistem yang ada terkesan belum mampu mewujudkan kondisi yang kondusif, bahkan dengan regulasi yang ada sekarang pun ternyata tidak mampu mewujudkan kualitas pegawai negeri sipil yang profesional dan berkompeten, malah membawa implikasi dalam implementasi kebijakannya. Diawali dari prinsip merit system
 yang belum dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses pengadaan pegawai. Kegagalan pemerintah untuk melakukan reformasi kepegawaian telah melahirkan birokrat-birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral dan juga kesenjangan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
Kondisi tersebut sangat berbeda dengan sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor bisnis (swasta). Pada sektor ini, sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sangat fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi, berbagai aturan tentang administrasi dan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan dan stakeholder. Artinya, perubahan dan penyesuaian dalam aturan tersebut tidak banyak melibatkan pihak lain. Sementara pada administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik sangat kompleks, karena banyak pihak yang dilibatkan dan yang terlibat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan masalah tersebut, bahkan kadangkala unsur politik lebih dominan mewarnai kebijakan dalam sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik. 
Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, dan Syaufan Rozi Soebhan pada tanggal 6 Oktober 2010,
 terungkap bahwa masalah mendasar dalam sistem manajemen kepegawaian Indonesia adalah: (1) Pegawai Negeri Sipil di Indonesia berada dalam comfort zone (zona nyaman), sehingga kurang memiliki tanggungjawab dan sensitivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instant, malas-malasan, cenderung cari muka, dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat. Tidak ada semangat dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dari dalam diri PNS. Demikian pula dengan disiplin, integritas, loyalitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bekerja juga tidak diperhatikan yang kemudian berujung pada rendahnya produktifitas kerja dan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya; (2) Tidak ada Kompetisi di dalam Sistem Kepegawaian Negara, sehingga kinerja seorang PNS tidak pernah terukur dengan baik. Para pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi/kinerja yang baik. Pada masa reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik sehingga netralitas dan independensi PNS sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Sehingga para pegawai beranggapan bahwa lebih baik memiliki koneksi dengan kekusaan yang sangat menguntungkan bagi jabatan, golongan, dan karirnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak menjadi hal yang penting; dan (3) Budaya yang terbentuk tersebut diatas menimbulkan komplikasi berbagai penyakit dalam birokrasi.


Pada dasarnya menurut Tjiptoherijanto,
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun mempunyai tiga peran yang serupa. Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Apabila tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti benar keinginan dan harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hubungan ini maka manajemen dan administrasi PNS harus dilakukan secara terpusat, meskipun fungsi-fungsi pemerintahan lain telah diserahkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam rangka otonomi daerah yang diberlakukan saat ini. Untuk mewujudkan ketiga peran tersebut diharapkan dalam manajemen sistem kepegawaian perlu selalu ada: (1) Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS tidak perlu kuatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier; (2) Balas jasa yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan PNS beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan korupsi, baik korupsi jabatan maupun korupsi harta, menjadi berkurang, kalau tidak mungkin dihapuskan sama sekali; dan (3) Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap PNS dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi.

Otonomi daerah yang telah berlangsung selama ini tentunya memberikan implikasi tertentu pada sistem kepegawaian di Indonesia. Pada mulanya, sebelum dilaksanakannya era otonomi, sistem kepegawaian terpusat dalam arti segala kebijakan kepegawaian ada pada pemerintah pusat, mulai dari urusan administrasi kepegawaian hingga urusan pengadaan, daerah hanya menerima jatah dari pemerintah pusat sesuai dengan permintaan dan ketersediaan pegawai yang ada di pusat. Dan pegawai dari satu tempat dapat berpindah ke tempat lain sesuai dengan keputusan atasan, dan hal ini tentunya sangat berbeda dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu pegawai sulit berpindah antar satu tempat dengan tempat yang lain.  Kebijakan kepegawaian yang demikian tentu saja memberikan implikasi yang positif maupun negatif bagi sistem kepegawaian dan kinerja organisasi pada khususnya. 

Pegawai Negeri Sipil selalu berhadapan dengan berbagai persoalan yang harus terus-menerus diatasi. Mulai dari keluhan terhadap gaji dan penghasilan yang kecil, pengurusan administrasi kepegawaian yang rumit dan bahkan membosankan, karir yang sulit diterka, sulitnya mengurus kenaikan pangkat, mutasi yang berbelit-belit, persyaratan pengurusan masalah kepegawaian yang kadangkala terkesan “tidak manusiawi” dan berbagai persoalan lainnya. Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi berkenaan dengan administrasi kepegawaian. Harapannya adalah dengan berbagai kebijakan dan regulasi tersebut, urusan administrasi dan manajemen kepegawaian, dan berbagai masalah kepegawaian lainnya, akan dapat diatasi. Namun demikian, masih banyak para pejabat (terutama kepala daerah) yang belum paham, belum mengerti dan bahkan tidak mau mengerti dengan berbagai urusan kepegawaian, sehingga seolah-olah semuanya menjadi rumit. 

Andaikan semua peraturan perundang-undangan tersebut diklasifikasi, dipilih dan dipilah menjadi lebih sederhana, tentu sebagian besar pegawai akan lebih mudah memahami dan mengerti berbagai administrasi kepagawaian yang ada. Apabila sebagian besar pegawai memahami dan mengerti dengan administrasi kepagawai yang ada, maka diharapkan sistem administrasi kepagawaian akan berjalan secara sistemik dan sistematik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas universal dan kepatutan, maka pada akhirnya diharapkan berbagai kepegawaian secara berangsur-angsur dapat diatasi dengan baik.
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), banyak terjadi perubahan dalam administrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah, mulai dari pengangkatan, promosi dalam jabatan, kenaikan pangkat, hingga kepada pemberhentian pegawai.

Kewenangan yang besar tersebut diharapkan akan membantu kelancaran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena sumber daya manusia aparatur (PNS) di daerah merupakan ujung tombak dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, diantaranya adalah pengangkatan tenaga honorer yang terkesan asal-asalan (tidak memiliki standar dan kompetensi), pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan promosi jabatan yang banyak terimplikasi pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pengangkatan pejabat yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi (seringkali hanya didasarkan pada keterlibatan seseorang dalam tim sukses pemilihan kepala daerah), misalnya seorang guru sekolah dasar dengan basis pendidikan keguruan diangkat dan dipromosikan menjadi camat di suatu wilayah kecamatan, dengan pertimbangan yang bersangkutan masuk dalam tim sukses dan oleh karenanya harus diakomodir dalam jabatan publik. Walaupun pengangkatan seorang camat merupakan kewenangan seorang kepala daerah, namun tidak sesuai dengan kaidah dan kepatutan yang ada.

Hal tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila kepala daerah beserta jajarannya memahami administrasi dan manajemen kepegawaian yang ada. Meskipun kepala daerah diberikan kewenangan yang sangat besar terhadap urusan kepegawaian di daerah, namun kewenangan tersebut tidak serta-merta dilakukan dengan serampangan (asal-asalan) dengan melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma kepatutan kepegawaian yang selama ini telah diberlakukan, seperti penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya (the right man on the right job) yang merupakan kaidah dan prinsip yang berlaku secara universal. Manakala hal ini terus terjadi, maka akan menganggu kinerja sumber daya manusia aparatur secara umum, terutama di lingkungan pemerintah daerah setempat. Apabila seorang camat diangkat dari seorang PNS berprofesi sebagai guru, maka akan menimbulkan kecemburuan seorang PNS yang berprofesi sebagai pamong praja dengan latar belakang pendidikan ilmu administrasi dan pemerintahan, seperti alumni IPDN, STIA, Ilmu Pemerintahan dan lain-lain, yang memang sebelumnya telah dipersiapkan untuk menjadi pejabat pamong praja (lurah atau camat). Kecemburuan ini tentu saja akan mengganggu sistem karir dan akan menghambat aktivitas pelayanan publik, menurunnya kepercayaan public kepada pemerintah daerah dan pada gilirannya akan berimbas kepada sulitnya/gagalnya pelaksanaan otonomi daerah 
Pengertian Sistem

Sistem pada hakikatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh-mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar. 

Rusadi Kantaprawira (1990) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem secara sederhana dapat dikatakan sebagai kesatuan (unity) yang terdiri dari bagian-bagian (parts, components, elements, secondary-systems, subsystem) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (goal attainment).

Menurut Ludwig Von Bertalanffy (Winardi, 1980:129) “Systems are complexes of elements standing in interaction. A system is a complex of interacting elements. Systems are complexes of elements in interactions, to which certain laws can be applied.” Sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan. Jika dimisalkan bahwa elemen-elemen adalah p yang berada dalam himpunan relasi-relasi R, maka perilaku sebuah elemen p dalam relasi R akan berbeda dengan perilakunya jika elemen p tersebut berada dalam relasi R. jika perilaku-perilaku dalam R tidak berbeda dengan R’, maka tidak dapat dikatakan ada interaksi, dan itu berartibahwa elemen-elemen berperilaku secar tidak bergantungan satu sama lain, dalam hubungannya denagn himpunan relasi-relasi R dan R’. Menurut Schmid dan Taylor (1970), sistem adalah suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteaksi dan beraksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis. Sedangkan menurut Elias M. Awad (1979: 5-8) sistem itu bersifat terbuka atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem. Diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan.
Sebagai sebuah sistem, administrasi kepegawaian terdiri dari berbagai subsistem antara lain tugas, fungsi, organisasi, keuangan, material dan lain-lain. Sebagai suatu sistem, administrasi kepegawaian merupakan sistem yang abstrak, buatan, terbuka, hidup, dan kompleks. Oleh karena sistem administrasi kepegawaian berdasarkan sistem pemerintahan negara, maka sistem administrasi kepegawaian harus merupakan penjabaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam eksistensinya, sistem administrasi kepegawaian berkembang terus-menerus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor-faktor lingkungan. Mengingat administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem, maka penanganan masalah administrasi kepegawaian serta pengembangan konsepsi administrasi kepegawaian harus dilakukan melalui pendekatan sistem.

Ujung tombak keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terletak pada aparatur di daerah, terutama aparatur yang langsung dikoordinir oleh pemerintah daerah. Apabila aparatur di daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka diharapkan pelaksanaan otonomi daerah akan lebih optimal. Agar aparatur di daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan optimal, maka diperlukan penataan sistem administrasi kepagawaian yang baik juga. 

Berbicara tentang sistem administrasi kepegawaian, maka kita akan berbicara tentang segenap rangkaian kegiatan penataan pencarian, pelamaran, pengujian, penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pengembangan, kesejahteraan, pemutasian, dan pemberhentian pegawai dalam sebuah sistem, yaitu sistem administrasi kepegawaian.
Pada dasarnya, administrasi merupakan fenomena masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pokok dari masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu administrasi, sistem administrasi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utama sistem administrasi kepegawaian adalah pendayagunaan tenaga kerja (pegawai) dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sehingga dapat diciptakan, dipelihara dan dikembangkan suasana kerja yang menyenangkan diantara para pegawai dan pengembangan yang maksimal  dari pegawai yang ada. 
Sistem administrasi kepegawaian melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif. Fungsi manajerial administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pegawai; sedangkan fungsi operatif administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian pegawai dengan harapan agar tujuan individu, organisasi dan sosial dapat tercapai. 
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, aspek penting  yang perlu dilakukan pada bidang kepegawaian adalah bagaimana pengaturan masalah kepegawaian yang dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan benar, untuk itu diperlukan penyusunan suatu sistem administrasi kepegawaian yang baik pula. 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam penyusunan sistem administrasi kepegawaian, yaitu: (1) Pengertian dan ruang lingkup sistem administrasi kepegawaian; (2) Fungsi umum administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pegawai; (3) Pengadaan pegawai yang meliputi formasi, rekrutmen, penempatan, orientasi dan pengangkatan pegawai; (4) Pengembangan pegawai yang meliputi promosi, pemindahan, pendidikan, jenjang karier dan jabatan pegawai; (5) Penilaian pegawai yang meliputi proses penilaian, metode penilaian, tata cara penilaian dan implikasi penilaian; (6) Pemeliharaan pegawai yang meliputi tabungan hari tua, tabungan perumahan, pemeliharaan kesehatan, perawatan, tunjangan cacat, uang duka dan cuti pegawai; (7) Penggajian pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan insentif pegawai; (8) Pengintegrasian pegawai yang meliputi budaya kerja, disiplin, kode etik, dan netralitas pegawai; dan (9) Pemberhentian pegawai yang meliputi pemberhentian sementara dan tetap serta pensiun. 

Pengertian Administrasi

Perkataan “administrasi” berasal dari bahasa latin ad+ministrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Dari perkataan itu terjadi kata benda “administratio” dan kata sifat “administrativus.” Dalam masyarakat awam, istilah administrasi sering diartikan dengan istilah “tata usaha” bahkan yang lebih buruk lagi istilah administrasi diartikan dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan pada saat masyarakat mengurus surat-surat kependudukan, misalnya dalam pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain.  Setelah atau sebelum masyarakat mendapatkan berbagai surat tersebut, mereka harus membayarkan sejumlah uang kepada instansi pelayanan publik yang mereka sebut dengan istilah “uang administrasi.”  Mengapa istilah ini muncul? Di samping karena pemahaman yang sempit itu merupakan warisan penjajah Belanda, karena pada masa itu, pribumi yang bekerja di perkantoran Belanda hanya berkutat pada kegiatan-kegiatan tata usaha, korespondensi, pengetikan, pengarsipan surat-menyurat dan urusan-urusan yang skupnya kecil saja. Mereka juga sebagian besar tidak memahami dengan jelas dan benar bahwa administrasi adalah sebuah ilmu. Adapun istilah tata usaha atau uang administrasi yang sering mereka ucapkan tidaklah seluruhnya keliru, karena salah satu bagian dari aktivitas administrasi adalah menyangkut juga hal tersebut. 

Banyak sekali para ilmuwan yang merumuskan berbagai pengertian tentang administrasi. Masing-masing menyampaikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya atau keahliannya. Namun demikian, dari sekian banyak pengertian administrasi yang dikemukakan, hampir semuanya memiliki kemiripan. Paling tidak unsur-unsur dari pengertian tersebut dimiliki oleh pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya. Ada berbagai pengertian mengenai administrasi. Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. Waldo (1992) menyatakan bahwa yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya.

Menurut Trecker (Keban, 2004:2), administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Siagian (1989) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Ibrahim (2008:14) menyatakan bahwa administrasi adalah fungsi atau integrasi dari penerapan kaidah-kaidah fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, and controlling) dan dukungan-dukungannya (anggaran, logistik, tatalaksana, sumber daya manusia, sistem informasi dan lain-lain).

The Liang Gie (1998:9) mengatakan bahwa untuk Indonesia sudahlah tepat dan baik memakai istilah “administrasi.” Perkataan ini selain sudah umum dikenal walaupun perlu diberi ketegasan mengenai isinya, juga sudah tepat menggambarkan peristiwa yang didalamnya sesuatu tujuan tertentu dilayani, diperlancar, atau ditunjang penataannya sehingga tujuan itu benar-benar tercapai. Kemudian perlu dipersoalkan lebih lanjut, rangkaian kegiatan yang mempunyai sifat atau arah bagaimanakah yang merupakan administrasi untuk dibedakan dengan berbagai macam rangkaian kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup : (a) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (b) berlangsung dalam suatu kerja sama; (c) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerja sama, dan tujuan tertentu. Tetapi hakekat administrasi ini belumlah memberikan gambaran selengkapnya mengenai isi rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan macam apakah atau kegiatan-kegiatan yang berwujud bagaimanakah yang termasuk pengertian administrasi?
Atas pertanyaan tersebut dapat diberikan jawaban bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang wujudnya membuat kebijaksanaan, merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menyelaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan, dan kegiatan-kegiatan lain semacam itu. Untuk ringkasnya segenap kegiatan tersebut sesungguhnya dapat dicakup dengan satu istilah, yaitu menata. Perkataan menata berasal dari bahasa jawa kuno “tata/nata” dan bahasa sansekerta “tatha” yang dapat mengandung arti mengatur, mengurus, menyusun, dan sebagainya itu. Raja-raja Indonesia pada zaman dahulu yang merupakan pejabat yang membuat kebijaksanaan, merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, mengurus, memimpin, mengarahkan, membimbing, menyekaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan dan kegiatan-kegiatan lain semacam itu terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan negara sebagai suatu bentuk usaha bersama manusia mempunyai gelar Sang Nata.  Dengan demikian dapat ditegaskan disini, baik dari segi bahasa maupun dari segi kenyataan tidaklah salah bilamana dinyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang termasuk pengertian administrasi ialah rangkaian kegiatan penataan (The Liang Gie, 1998:10).

Pengertian Sumber Daya Manusia

Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2007:11) menyatakan bahwa  manajemen sumber daya manusia adalah: "Personal  management  is  the  plaining,  organizing,  directing  and  controlling  of procurement, development, compensation, integration, and maintenance, of human resource to the end tat individuaorganizational and societal objectives are complished."  Berdasarkan definisi di atas, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aktvitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan   pengawasan  kegiatan-kegiatan  dalam  pengadaan,  pengembangan,  pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu,organisasi, dan masyarakat. Sementara  menurut  Wendel French dalam   Handoko (2000:3) bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari aktivitas penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Berdasarkan dua definisi tersebut di atas dapat diartikan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai salah  satu  bagian  dari  manajemen, merupakan aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasikan, dengan melakukan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan sumber daya manusia.

Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban, cost). Perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Bab 1 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dari Undang-Undang Pokok Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah: mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, pada bab 1 pasal 1 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah: setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat disebut sebagai pegawai negeri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Warga negara Republik Indonesia

b. memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang

c. diangkat oleh pejabat yang berwenang

d. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya

e. digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga Negara Republik Indonesia

Warga negara Indonesia sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pegawai negeri adalah:

a. Warga negara Indonesia;

b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;

g. Berkelakuan baik;

h. Sehat jasmani dan rohani;

i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, dan;

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Diangkat oleh pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya

Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan tugas negara adalah tugas yang dibebankan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri itu.
Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang dimaksud dengan gaji adalah imbalan sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja yang telah diberikan oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Sistem penggajian bagi pegawai negeri dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem; yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda; sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaan, sedang yang dimaksud dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.
Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga secara terus menerus.

Selain pegawai negeri yang telah disebutkan di atas, maka dalam jabatan negeri masih terdapat banyak orang-orang yang bekerja untuk negara, pemerintah dan masyarakat seperti misalnya:

a. Pejabat Negara;

b. Pekerja;

c. Pegawai dengan ikatan dinas;

d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas;

e. Pegawai bulanan;

f. Pegawai Desa;

g. Pegawai perusahaan umum

Pekerja sebagaimana yang disebutkan pada sub b di atas terdiri dari pekerja pemerintah dan pekerja honorer, yang dimaksud dengan pekerja pemerintah adalah mereka yang terutama berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan ketangkasan mereka dalam suatu jenis pekerjaan, seperti misalnya Cleaning Service yang bekerja pada instansi pemerintah, walaupun ia bekerja pada instansi pemerintah ia bukanlah pegawai negeri sipil.

Perbedaannya dengan pekerja lain adalah bahwa seorang pekerja pemerintah dipekerjakan tidak untuk waktu sementara atau untuk suatu pekerjaan tertentu, melainkan untuk waktu yang tidak terbatas dan terus menerus, bahkan mungkin untuk selama hidupnya, sehingga kadang-kadang pekerja semacam ini dikatakan sebagai pegawai tetap dengan memperoleh imbalan gaji menurut peraturan yang ditetapkan oleh tiap-tiap instansi yang mempekerjakannya dengan memperhatikan peraturan Upah Minimum Regional (UMR) setempat.

Pekerja honorer atau pegawai honorer adalah mereka yang terdiri dari lulusan-lulusan sekolah lanjutan atau universitas yang karena ketentuan yuridis dan prosedural tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri atau calon pegawai negeri, tetapi dipekerjakan pada instansi-instansi pemerintah.

Pegawai honorer berkedudukan sama seperti pekerja pemerintah tetapi sebagai pekerja lepas, mereka disebut pegawai honorer, hanya karena asalnya tidak sama seperti pekerja biasa yang tidak berijazah, mereka ini pekerja yang berijazah baik ijazah sekolah menengah maupun ijazah perguruan tinggi, hanya menuggu lowongan dalam formasi untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi kepegawaian adalah suatu kesatuan yang utuh antara satu bagian dengan bagian kepegawaian yang lain yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam segenap rangkaian kegiatan penataan kepegawaian yang diatur dalam peraturan kepegawaiaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Urgensi Memahami Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa berbagai persoalan kepegawaian sebenarnya dimulai dari ketidakpahaman sebagian besar pegawai (termasuk para kepala daerah) terhadap sistem yang berlaku. Ketidaktahuan tersebut terlihat dari aktivitas kepegawaian secara umum. Timbul kesan seolah-olah bahwa antara bagian kepegawaian yang satu dengan bagian kepegawaian yang lain tidak ada hubungan. Antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan organisasi perangkat daerah lainnya tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain tidak ada keterikatan, dan yang lebih parah lagi seolah-olah antara pegawai yang satu dengan yang lain bukan merupakan satu-kesatuan, padahal mereka dalam sebuah wadah organisasi pemerintah daerah misalnya, atau dalam satu unit kerja tertentu. 

Harus disadari bahwa pegawai, unit kerja, badan, dinas, kantor adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya, sekecil apapun peran dan fungsinya, serendah apapun pangkat dan golongannya, atau setinggi apapun eselonnya, memang mereka dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, semuanya merupakan satu kesatuan, bahkan seperti dua sisi mata uang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pendek kata, mereka adalah bagian dari sebuah sistem yang besar yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam satu kesatuan pegawai negeri sipil.
Menyadari akan pentingnya hal tersebut, maka semua unsur pegawai haruslah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, serta dimana posisi dia dalam sebuah sistem administrasi kepegawaian. Dimana dia ditugaskan, apa yang harus dia kerjakan, untuk apa dia mengerjakannya dan bagaimana keterkaitan antara tugas dan fungsinya tersebut dalam unit kerja masing-masing. 
Sebagai sebuah sistem, administrasi kepegawaian ibarat tubuh manusia yang mempunyai berbagai kelengkapan, seperti kepala, pundak, lutut, kaki, tangan dan lain-lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Apabila bagian tubuh yang satu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit dan sebaliknya. Sekecil apapun bentuk dan fungsinya, dia adalah penting dan oleh karenanya harus diperhatikan agar tetap berfungsi dengan baik. Pengabaian terhadap berbagai fungsi tersebut akan mengganggu jalannya fungsi tubuh yang lain, karena semuanya memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lain. Terjadinya harmonisasi aktivitas tubuh akan dapat menghantarkan pada postur tubuh yang ideal, sehat dan kuat.

Ruang Lingkup Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
Unsur  aparatur  daerah sebagai salah satu kunci  pokok keberhasilan  otonomi  daerah  menjadi  sebuah  kebutuhan  utama  yang  mau tidak mau harus dikelola dan dikembangkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Untuk  mewujudkan  aparatur  yang  berkualitas  dan  profesional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004    tentang    Pemerintahan   Daerah  sebagai    landasan   hukum   pelaksanaan otonomi  daerah telah  memberikan  hak  kepada  daerah  untuk mengelola  aparatur daerah. Pengelolaan  tersebut   dimanifestasikan ke dalam manajemen pegawai negeri sipil daerah yang terintegrasi ke dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

Administrasi dan manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagai sistem administrasi kepegawaian di daerah pada intinya merupakan   sistem   dan   prosedur   yang   diatur   dalam  peraturan  perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan.

Sistem administrasi dan manajemen pegawai secara nasional yang diterjemahkan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengacu pada gabungan dua sistem yaitu unified system dan separated system, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 

Berdasarkan  ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004, sistem administrasi dan manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi: Pemerintah melaksanakan pembinaan manajenen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud, meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak. dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sub-sub sistem dalam administrasi dan manajemen pegawai negeri sipil daerah tersebut dalam pelaksanaannya terbagi ke dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.

Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah), Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai bagian dari pembinaan pegawai negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.  Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan  harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan pegawai negeri sipil.  Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.

Administrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia.  Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pegawai negeri sipil.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah.  Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan sistem administrasi dan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
Dalam sistem kepegawaian secara nasional, pegawai negeri sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.
Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sistem administrasi kepegawaian daerah sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, buku ini akan membahas secara panjang lebar tentang urgensi dari sistem administrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Pembahasan tentang hal tersebut penting dilakukan karena persoalan carut-marutnya birokrasi dan pelayanan publik selama ini lebih banyak diakibatkan oleh sumber daya manusia aparatur (sektor publik) yang tidak tertata dengan baik dan rapi serta tidak berjalan manajemen sumber daya manusia yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai kepatutan dan kaidah-kaidah yang mestinya diikuti oleh berbagai pihak, terutama oleh pimpinan organisasi publik (kepala daerah beserta jajarannya).
� Alpha


Merit system adalah pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi (merit) yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya sebagai prestasi yang baik atau prestasi buruk dan berpengaruh langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai. Penilaian karya pegawai merupakan proses sistematik untuk menilai segenap perilaku kerja pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu yang akan menjadi dasar penetapan kebijakan personalia dan pengembangan pegawai.





� http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission2/report/K2 [20/12/2011].





� � HYPERLINK "http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8576/" ��http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8576/� [20/12/2011]





� Greer, Charles R. 1995. Strategy and Human Resources: a General Managerial Perspective. New Jersey: Prentice Hall. � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia" �http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia� [15/6/2012].
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